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ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PROSEDUR PEMBERANGKATAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA MIGRAN
(STUDI DINAS KETENAGAKERJAAN PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT)

OLEH:
MUH JAINUDIN
617110025

Tenaga kerja migran dapat terjadi pada saat di mulainya perekrutan,
pemberangkatan, hingga kembalinya ke negeri asal yang penuh ketidakadilan dan
cenderung mengalami pelanggaran atas hak-hak PMI di sertai adanya
ketidakpastian dalam pemberangkatan, Sedangkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD
tahun 1945 menyatakan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengatahui dan menganalisis pengaturan prosedur pemberangkatan pekerja
migran Indonesia dan untuk mengetahui dan menganilisis bentuk perlindungan
hukum terhadap tenaga kerja migran sesuai aturan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2017 Tentang perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia. Jenis
penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris dengan pendekatan
perundang-undangan, dan sosiologis, sedangkan teknik pengumpulan bahan
hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan (Library Research), dan analisis
bahan hukum menggunakan metode interpretasi yang berfungsi sebagai alat untuk
mengetahui makna undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1)
Pengaturan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ditinjau dari
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja
Migran, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara
Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan dan
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1
tahun 2016 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia mengenai pengaturan
pemberangkatan Pekerja Migran yaitu belum belum mengatur secara
koomperehensip terkait prosedur pemberangkatan PMI, (2) Pelaksanaan
pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia di Nusa Tenggara Barat. Dimulai dari
Pranempatan, Masa Penemptan dan Purna Penempatan. Prapenemptan
Disnakertrans NTB mewajibkan bagi calon PMI yang akan berangkat wajib
mengikuti pelatihan dan, pendidikan dan pelatihan untuk calon PMI yang akan
berangkat, pendidikan dan pelatihan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum
keberangkatan PMI ke luarnegeri.

Kata Kunci: Prosedur Pemberangkatan Pekerja Migran, Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja
Migran.



ABSTRACT

LEGAL REVIEW OF THE DEPARTURE OF INDONESIAN MIGRANT

WORKERS (IMW) PROCEDURES IN TERMS OF LAW NUMBER 18 OF

2017 CONCERNING THE PROTECTION OF MIGRANT WORKERS (A

STUDY AT THE LABOR DEPARTMENT OF WEST NUSA TENGGARA
PROVINCE)

BY:
MUH. JAINUDIN
617110025

Migrant workers' issues arise during recruitment, departure, and return to their
home country, marked by injustice and violations of IMWS' rights, accompanied
by uncertainties in departure. Meanwhile, Article 27 paragraph (2) of the 1943
Constitution states that every citizen has the right to a decent job and livelihood
line with humanity. This research aims to understand and analvze the regulations
on the departure procedures for Indonesian migrant workers and to determine
and analyze the forms of legal protection for migrant workers in accordance with
Law Number I8 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant
Workers. This research is of normative and empirical nature with legal,
sociological, and legislative approaches. The legal material collection technique
involved library research and legal material analysis using mterpretation
methods to discemn the law's meaning. The research findings indicate that (1) the

regulation of Indonesian Migrant Workers' departure under Law Number 18 of

2017 concerning the Protection of Migrant Workers, Government Regulation
Number 2 of 2023 concerning the Procedures for Imposing Administrative
Sanctions in the Implementation of Placement and Protection of Indonesian
Migrant Workers, and Regional Regulation (Perda) Number | of 2016 concerning
the Protection of Indonesian Workers do not comprehensively regulate the PMWSs'
departure procedures; (2) The implementation of Indonesian Migrant Workers'
departure in West Nusa Tenggara, starting from Pre-placement, Placemeni
Period, and Post-placement. The West Nusa Tenggara lLabor Depariment
requires prospective IMWSs to undergo training and education, which must be
completed no later than 3 (three) months before their departure abroad.

Keywords: Procedures for the Departure of Migrant Workers, Law Number 18
of 2017 Concerning the Protection of Migrant Workers.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Adanya kebutuhan untuk memperoleh lapangan kerja menyebabkan
permintaan terhadap lapangan kerja lebih besar dari lapangan kerja. Sehingga
peluang kerja di dalam negeri tidak bisa menjamin, maka tak heran
meningkatnya arus pelamar kerja.'Sedangkan peluang kerja di luar negeri
memiliki kesempatan yang besar, terutama dengan pendapatan yang relatif
lebih tinggi daripada di dalam negeri. menjadi daya pikat tersendiri bagi
pekerja untuk keluar negeri. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di atas
rata-rata kebanyakan masyarakat melakukan migrasi. Dimana seseorang akan
melakukan perpindahan atau pergerakan tidak hanya tertuju di setiap daerah
akan tetapi di banyak negara.’

Meningkatnya pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sejak
terjadinya krisis moneter yang minimpa Indonesia di akhir tahun 1997,
penyebab susahnya mendapatkan pekerjaan di dalam negari, tetapi pada saat
yang bersamaan, kebutuhan hidup harus dipenuhi. dengan adanya keyakinan
bekerja di luar negeri dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan

hidup.Persoalan yang menimpa tenaga kerja migran sangat penting menjadi

ISiti Inayatul Faizah, 2011, Peran Pasar Tradisional dalam Menyerap Angkatan pekerja
Perempuan, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Volume 1 No. 2, hal. 181.

%Yessi Marga Safitri dan Ekawati Sri Wahyuni, 2013, Social Networks and Adaptation
Strategy of Migrant From Lampung In The Village of Jayamukti, Center Cikarang Subdistrict,
Bekasi District, West Java, Sodaliti: Jurnal Sosiologi Pedesaan, VVol. 01. No. 01, hal. 64.

*Amirul Ikhsan, 2021, Upaya Pemerintahan Indonesia dalam Menangani Persoaln
Pekerja Migran Indonesia (PMI) Overstay di Arab Saudi Periode 2014-2020, Skripsi, Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.



bagian dari dokumen terhadap akses keadilan. Walaupun pemerintah telah
berusaha untuk memenuhi hak-hak mereka, namun hak-hak tersebut belum
terpenuhi dengan baik.* Dengan adanya pekerja migran yang bekerja di luar
negeri, pemerintah Indonesia bisa menerima manfaat besar. Hal ini tidak
hanya dapat mengurangi tingkat pengangguran di dalam negeri, tetapi juga
dapat meningkatkan pemasukan devisa negara. Dalam kenyataannya, tidak
semua impian atau harapan tersebut dapat terwujud sepenuhnya, ini dialami
oleh banyak pekerja Indonesia yang berimigrasi ke luar negeri, seperti ke
Malaysia, Brunei, Arab Saudi, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Turki, dan
sebagainya. Menjadi tenaga kerja migran adalah pilihan sulit bagi tenaga
kerja itu sendiri karena bekerja di negara lain mensyaratkan kemampuan
umumnya berbekal keterampilan dan keahlian yang sangat minim, akibatnya
resiko bersarpun tak terhindarkan.

Contohnya, pada tahun 2010, tanpa alasan yang jelas, Sumiyati,
seorang tenaga kerja Indonesia dari NTB yang bekerja di Arab Saudi,
mengalami penyiksaan yang kejam oleh majikannya perempuan. Akibatnya,
dia kemudian dibakar hidup-hidup dan mayatnya dibiarkan hangus di lantai
atas rumah.® Pada tahun 2017, Wasni, seorang pekerja migran asal Kabupaten
Cirebon, Jawa Barat, mengalami penyiksaan dari majikannya di Riyadh, Arab
Saudi. Selain itu, ia tidak menerima gaji selama hampir empat tahun bekerja.

Pada tahun 2018, Adelina Lisao, seorang TKI asal NTT, meninggal di Penang

*Ester Monalisa Tantri, Dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Indonesia Di Luar
Negeri Menurut UUD 18 Tahnun 2017, Artikel.
® Iswanto Dwi Yuwono, S.H, 2011, Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar
Negri. Penerbit Pustaka Yustisia h.139



karena kekurangan gizi dan luka-luka yang diduga karena tindakan kekerasan
dari majikan. Pada tahun 2022 Ratna Erna Sari yang berasal dari Kabupaten
Indramayu, merupakan salah satu korban yang meninggal akibat kecelakaan
di perairan Johor, Malaysia, Ibu satu anak itu terpaksa ke luar negeri melalui
jalur non-prosedural karena impitan ekonomi.®

Terjadi lima kecelakaan perahu pekerja migran asal Indonesia menuju
Malaysia yang menyebabkan puluhan korban. Kelimanya adalah perahu
pengangkut pekerja migran tanpa dokumen. Peristiwa ini menguak kembali
praktik penyelundupan pekerja migran yang selama ini masih terus berjalan.

Lima tragedi tersebut menjadi bagian dari ratusan permasalahan
pekerja migran yang masih terus terjadi hingga saat ini. Badan Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melaporkan hingga akhir 2021, masih ada
152 pengaduan pekerja migran meninggal dunia di negara tempat bekerja, 58
pengaduan perdagangan orang, 51 pengaduan penipuan peluang kerja dan
200 kasus upah tidak dibayarkan dan tentu masih banyak lagi kasus lainnya.

Permasalahan terhadap tenaga kerja migran dapat terjadi pada saat di
mulainya perekrutan, pemberangkatan, hingga kembalinya ke negeri asal
yang penuh ketidakadilan dan cenderung mengalami pelanggaran atas hak-
hak PMI di sertai adanya ketidakpastian dalam pemberangkatan. Persoalan
lain dialami tenaga kerja migran adanya pekerjaan tidak sesuai dengan yang

di janjikan, bahkan tidak jarang timbul kekerasan fisik di tempat kerja.

® https://www.kompas.id > 2023/03/31
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https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/03/31/pekerja-migran-diduga-sengaja-ditenggelamkan-untuk-kelabuhi-aparat

Situasi tersebut menyiratkan masih lemahnya pemantauan kondisi
WNI yang bekerja di luar negeri yang mana hal ini sudah diatur dalam
sejumlah peraturan pemerintah.

Walaupun begitu tidak mensurutkan tenaga kerja migran untuk
mengaduh nasib di negara lain. Hal ini penting mengingat banyaknya kasus
yang menimpa tenaga kerja Indonesia atas kelalaian pemerintah dalam
berupaya melindungi tenaga kerja sama halnya menginformasikan
kegagalannya dalam mengembang amanah seperti yang terdapat dalam
pembukaan UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa negara melindungi segenap
bangsa Indonesia dan tujuan memajukan kejahteraan warganya serta
mewujudkan keadilan sosial.

Seperti yang tercermin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD tahun 1945
menyatakan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan. Namun masih banyak kasus pekerja migran
yang tinggal di luar negeri yang belum dapat diatasi dengan baik. Contohnya,
seperti situasi pelecehan seksual, perdagangan manusia, kekerasan terhadap
pekerja (khususnya perempuan) oleh majikan, penculikan, pembunuhan, dan
penipuan, upah yang tidak bayar, kecelakaan Kkerja, perlakuan tidak
manusiawi, hingga meninggal saat bekerja dan jenazahnya jarang
dipulangkan di negara asal, tidak sedikit pula jenazah yang dipulangkan
banyak organ tubuh yang tidak utuh, dan dilarung di perairan lepas bagi anak

buah kapal (ABK) yang meninggal.



Berdasarkan permasalahan di atas, penyusun ingin meneliti mengenai
prosedur pemberangkatan dan perlindungan tenaga kerja migran di tinjau dari
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja
Migran Indonesia. Oleh sebab itu penulis mengambil judul tentang Tinjauan
Yuridis Pengaturan Prosedur Pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia
(PMI) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
Perlindungan Tenaga Kerja Migran. (Studi Dinas Ketenagakerjan Provinsi
Nusa Tenggara Barat).

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalahnya
sebagaiberikut:

1. Bagaimana pengaturan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
ditinjau dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 TentangPerlindungan
Tenaga Kerja Migran ?

2. Bagaimana pelaksanaan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia di
Nusa Tenggara Barat ?

C. Tujuan Penelitian
1. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui dan menganalisis pengaturan
prosedur pemberangkatan pekerja migran Indonesia sesuai Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2107 Tentang Pekerja Migran Indonesia.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganilisis bentuk

perlindungan hukum terhadap tenaga kerja migran sesuai aturan Undang-



Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang perlindungan Tenaga Kerja
Migran Indonesia.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi keilmuan atau
informasi sebagai bahan penelitian selanjutnya, yang berhubungan dengan
prosedur pemberangkatan tenaga kerja migran Indonesia dan
perlindungan PMI.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan
kesadaran masyarakat terhadap prosedur pemberangkatan PMI dan
perlindunganya sesuai UU No. 18 Tahun 2017.
E. Originalitas Penelitian
Kesinambungan  penelitian ~ menyuguhkan  variasi  dan
kesinambungan di dalam domain penelitian yang diselidiki di antara para
peneliti dan peneliti sebelumnya. Tujuan utamanya adalah untuk
mencegah adanya pengulangan dalam penelitian terhadap topik yang
serupa. Dengan cara tersebut, kita akan mengetahui perbedaan-perbedaan
yang ada pada dana dan juga mengetahui dimana letak kesamaannya.
Dalam hal ini akan lebih mudah dipahami, jika peneliti menyajikan
dalam bentuk tabel dibandingkan dengan menyajikan dengan bentuk
uraian. Oleh karna itu, peneliti memaparkan dalam bentuk tabel seperti

dibawabh ini:



Judul Penelitian

BATASAN RISIKO KETENAGAKERJAAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA PERSEORANGAN
(Analisis Yuridis Pasal 63 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia)

Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis batasan risiko ketenagakerjaan yang ditanggung
sendiri oleh Pekerja Migran Indonesia Perseorangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Persamaan

Untuk persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang
analisis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Perbedaan

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini terletak
pada analisis batasan risiko ketenagakerjaan yang dihadapi oleh
pekerja migran Indonesia (PMI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Judul Penelitian

IMPLEMENTASI PENGAWASAN PENDIDIKAN TENAGA
KERJA INDONESIA ILEGAL DALAM UNDANG-UNDANG
NO. 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi pengawasan
pendidikan tenaga kerja indonesia illegal oleh kantor imigrasi kelas
1 malang.

2. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi pengawasan
pendidikan tenaga kerja indonesia illegal perspektif Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2017.

3. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi pengawasan
pendidikan tenaga kerja indonesia illegal perspektif Figh Siyasah.

Persamaan

Untuk persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang
adalah kajian yuridis UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia.

Perbedaan

Penelitian ini membicarakan penerapan pengawasan terhadap
pekerja migran Indonesia yang ilegal dan langkah-langkah yang
diambil oleh kantor imigrasi kelas 1 Malang yang menjadi latar

belakang dari kasus-kasus yang melibatkan pekerja migran. Selain




itu, juga akan dibahas pandangan Islam tentang hal ini dengan
menggunakan pendekatan analisis Maslahah Mursalah.

Judul Penelitian

KAJIAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN
2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA

Tujuan Penelitian

Penelitian hukum yuridis normatif berdasarkan pertimbangan bahwa
penelitian ini berangkat dari analisis peraturan perundang-udangan
yang menjelaskan tentang aspek-aspek hukum yang terkait dengan

Pelindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia. Penelitian ini
akan dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder serta bahan hukum

Persamaan

Untuk persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang
adalah kajian yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Perbedaan

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang mengkaji
seluruh kelemahan undang-undang nomor 18 tahun 2017

Judul Penelitian

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEKERJAMIGRAN INDONESIA DI LUAR
NEGERI

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis upaya pemerintah
dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran
Indonesia melalui program Desa Migran Produktif serta untuk

mengkaji secara lebih dalam bagaimanakah jaminan sosial terhadap
Pekerja Migran Indonesia menurut UU No. 18 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Persamaan

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang.
penelitianhukum normatif yang disebut juga sebagai
penelitian perpustakaan, yang disebut juga sebagai
penelitian perpustakaan, studi dokumen, atau penelitian
hukum doktriner.

Perbedaan

Perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian sekarang ialah
menkaji atau menganalisis peraturan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2107 dari segi perlindungan dan sosial sedangkan peneliti

sekarang dari segi Prosedur pemberangkatan dan persyaratan sertta
perlindungan
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pekerja Migran Indonesia
1. Pengertian Pekerja Migran Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tenaga kerja adalah
individu yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas atau
pekerjaan, baik itu dalam kerangka hubungan kerja maupun di luar
hubungan kerja. Penggunaan istilah Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau
Buruh Migran Indonesia (BMI) masih belum sepopuler istilah Tenaga
Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW). Definisi PMI,
BMI, TKI, dan TKW serupa, yakni orang Indonesia yang bekerja di luar
negeri. Dalam pengertian yang sederhana, pekerja merujuk kepada
seseorang yang mendapatkan gaji dari hasil kerja kerasnya, termasuk
buruh atau karyawan. Migran adalah individu yang melakukan
perpindahan dari satu lokasi ke lokasi lain.’

Migran pekerja adalah individu yang pindah ke luar negeri untuk
mencari pekerjaan. Artinya, Pekerja Migran adalah seseorang yang bekerja
di luar wilayah negara asalnya. Secara formal, warga negara Indonesia
yang bekerja di negara lain disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI),
sebagaimana nama UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja

Migran Indonesia.

" diakses tanggal 15 Tahun 2023, Pukul 08: 49, Hal. 26.
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Pekerja Migran Indonesia atau selanjautnya disingkat PMI
memiliki arti bahwa “PMI” merupakan Warga negara Indonesia akan
melakukan atau pernah melaksanakan pekerjaan yang dibayar di luar
wilayah NKRI. Pekerja migran Indonesia mencakup: a. pekerja migran
Indonesia yang bekerja pada badan hukum; b. pekerja migran Indonesia
yang bekerja pada pengguna perorangan/rumah tangga; dan c. awak kapal
dan pelaut perikanan.®

Definisi PMI atau calon PMI menurut Pasal 1 ayat 1 dan 2 UU No.
18 Tahun 2017 tetang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, calon TKI
imigran merupakan seluruh TKI Calon pekerja yang layak untuk pekerjaan
di luar negeri dan telah terdaftar di lembaga pemerintah daerah yang
memiliki kewenangan dalam hal ketenagakerjaan. Sedangkan pekerja
migran Indonesia adalah seluruh warga negara Indonesia yang akan
bekerja, bekerja atau pernah bekerja sebagai pekerja tetap di luar wilayah
Negara Republik Indonesia.’

Didalam pasal 4 ayat 1 UU Nomor 18 Tahun 2017 meliputi PMI
yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum, PMI bekerja pada
pengusaha perorangan atau rumah tangga dan pelaut dan nelayan.

Pengertian PMI sesuai dengan pedoman pengawasan perusahaan
jasa tenaga kerja Indonesia yaitu mereka yang memiliki kewarganegaraan
Indonesia, baik pria maupun wanita, yang bekerja dalam berbagai bidang

seperti ekonomi, sosial, ilmiah, seni, dan olahraga profesional, serta

2011.pdf

8Lihat di, UU No. 18 Tahun 2017, Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Migran, PDF.
%Lihat,https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/20846/2/T1_362015025 BAB%
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menjalani pelatihan kerja di luar negeri di darat, laut, atau udara dalam
jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian kerja. Perjanjian kerja ini
dapat berupa kesepakatan verbal maupun tertulis antara pekerja dan
pengusaha, dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan atau tidak, yang
menetapkan persyaratan kerja, hak, dan tanggung jawab dari masing-
masing pihak.

Pekerja migran, menurut Wickramasekera berpedoman pada
Konvensi ILO pada Buruh Migran tahun 1949, yaitu orang yang
bermigrasi dari satu negara ke negara lain dengan tujuan bekerja.10

Menurut Departemen Sosial, pekerja migran (Indonesia)
merupakan seseorang yang pindah ke wilayah lain, baik di dalam negeri
maupun ke luar negeri (dengan izin resmi maupun tanpa izin resmi), untuk
bekerja dalam kurun waktu yang ditentukan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa :

“setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan
dalam bentuk lain”.

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa : “setiap orang yang mampu
melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang Dan atau jasa baik untuk

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk Masyarakat”.

10 jhat, https://www.puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/fact-sheet-2.pdf
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Menurut Manululang dalam bukunya yang berjudul "Prinsip-
Prinsip Dasar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia”, ia mengatakan
bahwa tenaga kerja mencakup individu yang telah atau sedang bekerja,
yang sedang mencari pekerjaan, serta yang aktif dalam kegiatan lain
seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Menurutnya, secara
operasional, perbedaan antara tenaga kerja dan non-tenaga kerja hanya
terletak pada kriteria usia.

Tidak termasuk sebagai Pekerja Migran Indonesia dalam Undang-
Undang ini yaitu:

a. warga negara Indonesia yang dikirim atau direkrut oleh badan

internasional atau negara di luar wilayahnya untuk

melaksanakan tugas kedinasan;

pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri;

warga negara Indonesia pengungsi atau pencari suaka;

penanam modal atau investor

Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Daerah yang bekerja pada

Kantor Perwakilan Republik Indonesia;

warga negara Indonesia yang bekerja pada organisasi yang

dibiayai APBN; Dan

g. warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar
negeri.'!

® 20T

=h

Arti kata “Luar Negeri”: negeri luar; negeri asing. Oleh karena itu,
pengertian negara asing merupakan negara asing yang tidak berada di
bawah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*? Payaman J
mengatakan bahwa. Simanjuntak menjelaskan bahwa tenaga kerja merujuk
kepada orang-orang yang sudah memiliki pekerjaan, yang sedang mencari

pekerjaan, dan yang sedang melaksanakan aktivitas lain seperti belajar

Y http://sbmi.or.id/pekerjo-migron-indonesio
12 https://kbbi.kato.web.id/lusr-negeri/, diokses pado tonggal 30 Oktober 2018.
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atau mengurus rumah tangga.’® Seorang individu yang memiliki
kemampuan untuk melakukan tugas dengan baik, baik di dalam maupun di
luar lingkungan kerja, untuk menghasilkan barang serta layanan guna
memenuhi kebutuhan masyarakat.**
2. Prosedur Pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia
Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
Prosedur yang mesti dilaksanakan oleh calon tenaga kerja yaitu :
a. Pengurusan SIP
Sesuai dengan ketentuan UU No. 39 Tahun 2004 tentang
Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri,
Perekrut swasta yang bertanggung jawab untuk menempatkan TKI
harus memiliki Surat 1zin Perekrutan (SIP) yang dikeluarkan oleh
Menteri. Penyelenggaraan penempatan tenaga kerja migran swasta
harus memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Surat 1zin
Penempatan (SIP), berupa:
1) Perjanjian kerjasama penempatan;
2) Surat permintaan TKI dari pengguna;
3) Rancangan Perjanjian Penempatan
4) Rancangan Perjanjian Kerja
b. Rekrutmen dan seleksi adalah proses pemberian informasi kepada calon

pekerja paling sedikit mengenai tata cara perekrutan, dokumen yang

13 Lolu Husni, 2014, Pengontor Hukum Ketenagokerjoon Indonesio Edisi Revisi, Jokorto,
PT. Rojogrofindo Persado, hal. 28.
“Djumialdjo, FX, Perjanjian Kerjo, Edisi Revisi, (Sinor Grofika Jokorts, 2006) Hol 5.
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diperlukan, hak dan kewajiban calon pekerja TKI/TKW, situasi, kondisi
dan risiko di negara tujuan serta tata cara perlindungan pekerja.

c. Pendidikan serta pelatihan pekerja mesti sesuai dengan pekerjaan yang
akan dikerjakan. Isinya juga mencakup pembekalan, penempatan dan
pengembangan keterampilan profesional calon pekerja imigran,
memberikan pengetahuan serta pemahaman tentang situasi, kondisi,
adat istiadat, budaya, agama dan risiko, memberikan kemampuan
berkomunikasi dalam bahasa tujuan negara serta memungkinkan
adanya pemahaman mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

d. Tes medis dan psikologis bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan
psikologis dan kepribadian calon karyawan terhadap pekerjaan yang
akan dilakukan.

e. Pengurusan dokumen yang berkaitan dengan syarat-syarat menjadi
seorang PMI.

f. Uji kompetensi

g. Wawancara terakhir dimaksudkan untuk mengetahui kesiapan mental
dan psikologis calon pekerja dan memastikan bahwa mereka memahami
hak dan tanggung jawab mereka. Selain itu juga akan ada penjelasan
mengenai peraturan perundang-undangan negara tujuan serta dokumen
kontrak Kkerja.

3. Syarat Pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia
Persyaratan yang harus dilakukan bagi Calon PMI yang sudah

dinyatakan oleh Undang-Undang tersebut termuat dalam Pasal 13 UU No.
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18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang
menyatakan:

“Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran
Indonesia wajib memiliki dokumen yang seperti:*

a. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah
melampirkan fotokopi buku nikah;

b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin

wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;

Sertifikat kompetensi kerja;

Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan

kesehatan dan psikologi;

Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;

Visa kerja;

Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan

Perjanjian Kerja.

Qo

oQ —Hh o

Adapun dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Setiap pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri mesti
memenuhi ketentuan berikut:

berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
memiliki kompetensi;

sehat jasmani dan rohani;

terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan
Sosial; dan

memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

—~® Qo0 o

Di dalam pasal 6 UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia Setiap menjelaskan Calon Pekerja Migran
Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia memiliki hak:

a. mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan
sesuai dengan kompetensinya

Bhttps://kanimbatam.kemenkumham.go.id/berita/2020/12/kerja-di-luar-negeri-pastikan-
menjadi-pekerja-migran-indonesia-yang-prosedural. Baca juga, UU No. 18 2017, PDF.


https://kanimbatam.kemenkumham.go.id/berita/2020/12/kerja-di-luar-negeri-pastikan-menjadi-pekerja-migran-indonesia-yang-prosedural
https://kanimbatam.kemenkumham.go.id/berita/2020/12/kerja-di-luar-negeri-pastikan-menjadi-pekerja-migran-indonesia-yang-prosedural
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b. Mendapatkan kesempatan meningkatkan keterampilan melalui
pendidikan dan pelatihan kerja;

c. Mendapatkan informasi yang akurat tentang situasi pekerjaan,
prosedur penempatan, dan lingkungan kerja di luar negeri;

d. mendapatkan layanan yang dilakukan dengan profesional dan
ramah serta diperlakukan tanpa adanya perlakuan diskriminatif
sepanjang proses sebelum, selama, dan setelah bekerja.

e. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang
dianut;

f. Mendapatkan gaji sesuai dengan ketentuan upah yang berlaku di
tempat kerja dan/atau kesepakatan antara kedua negara dan/atau
perjanjian kerja.

g. Mendapatkan perlindungan serta bantuan hukum untuk tindakan
yang bisa menurunkan martabat sesuai dengan aturan. Peraturan
hukum di Indonesia serta di negara tujuan penempatan
diparafrasakan untuk memastikan bahwa semua peraturan dan
undang-undang yang berlaku dipatuhi dengan baik.

h. Mendapatkan penjelasan tentang hak dan tanggung jawab sesuai
dengan yang tercantum dalam kontrak kerja;

I. memperoleh jaminan pelindungan keselamatan dan keamanan
kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal

Sesuai dengan amanat yang dikandung oleh Pasal 7 UU No. 18
Tahun 2017, menyebutkan bahwa perlindungan hukum kepada Pekerja
Migran Indonesia ada tiga langkah, yaitu:*®
1. Sebelum Bekerja;

2. Selama Bekerja; dan
3. Setelah Bekerja.

Berkat mekanisme ini, diberikan dua jenis perlindungan sebelum
bekerja, yaitu:

a. Perlindungan Administratif; dan

b. Perlindungan Teknis

16 Terdapat dalam UU No. 18 2017, PDF.
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Pembelaan administratif sendiri mencakup ketentuan mengenai
kelengkapan serta keabsahan dokumen posisi. Hal ini ditegaskan kembali
didalam Pasal 20 UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan PMI
yang berbunyi bahwa:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian perlindungan
sebelum bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan
Pasal 19 diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

4. Ruang Lingkup Pekerja Mgran

Pekerjan migran indonesia berdasrkan ketentuan pasal 4 ayat 1
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pekerja Migran
Indonesia Meliputi:

1. Pekerja migran indonesia yang bekerja di badan hukum.

2. Pekerja migran indonesia yang bekerja pada pemberi kerja
perseorangan atau rumah tangga.

3. Pelauk awak kapal dan pelaut perikanan.'’

Undang — undang Nomor 13 tahun 2003, antara lain menyebutkan
bahwa: Setiap pekerja memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan
penghasilan yang sesuai dengan martabat kemanusiaan, oleh karena itu
tidak boleh ada perlakuan diskriminatif antara pekerja perempuan dan
laki-laki. Adapun ruang lingkup tenaga kerja menurut UU No.13 tahun

2003 adalah pre-employment, duremployme dan post employment.

7 Lihat pasal 4 ayat 1 UU No. 18 2017, PDF.
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Selain itu, pekerja juga mempunyai hak untuk dibangun dan dilindungi

oleh pemerintah.®

B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1.

Perngertian Perindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum bisa didefinisikan dari
gabungan dua definisi, yaitu ’perlindungan” dan “hukum”. Sedangkan di
dalam KKBI merupakan perlindunganatau perbuatan yang melindungi,
secara resmi yang di kukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Merujuk defenisi di atas, perlindungan hukum adalah upaya
melindungi yang dilaksanakan oleh pemerintah atau dengan sejumlah
peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum yaitu fungsi dari
hukum itu sendiri.

Dari pengertian tersebut, dalam kamus hukum menerangkan
perlindungan hukum merupakan peraturan yang bersifat memaksa
menentukan tingkah laku manusia dalam linkungan masyarakat.

Perlindungan hukum merupakan upaya melindungi martabat dan
kehormatan serta mengakui HAM yang dimiliki oleh individu sebagai
pelaku hukum sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di wilayah
tersebut untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.™

Perlindungan hukum bagi pekerja dengan tujuan untuk memastikan

bahwa hubungan kerja berjalan dengan baik tanpa ada tekanan yang

'8 Dede Wahyudi,2019, Perlindungon Penempoton Pekerjo Migron Indonesio (PMI) Menurut
Undang-Undong Nomor 18 Tehun 2017 Tentong Perlindungon Pekerjo Migron. (Studi Pode Boloi
Pelayanon Penempoaton don Perlindungen Tenagoe Kerjo Indonesio Koto Pekan Baru), h 24

1 philipus M. Hadjon, 1978, Perlindungon Hukum Bogi Rokyst Indonesio, Bino 1lmu, Suraboyo,

him. 19
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dialami oleh pihak yang kurang berdaya dari pihak yang lebih kuat. Dalam
dunia kerja, orang yang berada dalam posisi kurang memiliki kekuatan
lebih sedikit dibandingkan dengan pemberi kerja yang memiliki kekuatan
lebih besar.?
Adapun perlindungan hukum menurut para ahli yaitu:**
a. Menurut Satjipto Raharjo
Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan
seseorang dengan memberikan kekuasaan kepada mereka untuk
bertindak sesuai dengan hak asasi manusia dalam rangka memenuhi
kepentingan tersebut.??
b. Menurut Soerjaono Soekanto
Perlindungan hukum pada dasarnya adalah upaya perlindungan
yang diberikan kepada individu dalam bentuk aturan hukum. Soekanto
menjelaskan bahwa terdapat lima faktor yang memengaruhi proses
penerapan hukum dan perlindungan hukum, yaitu:

1) Faktor Undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan
secara tertulis dan berlaku secara umum oleh penguasa
yang sah.

2) Faktor penegakan hukum melibatkan berbagai pihak yang
terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam
proses penegakan hukum.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan

hukum, seperti ketersediaan sumber daya manusia yang
terampil dan fasilitas yang memadai, sangat penting.

20 Bombong Hermoyo, 2010, Peronon Filsofot Hukum Dolom Mewujudkon Keadilan, Jurnol Wocono
Hukum Volume 9 No.2, Universitas Slomet Riyadi, Surokorte, him 37.
hitps://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/ Di Akses
pada tanggal 15 Maret 2023, Pukul 08:22.
*’Satjipro Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2003),h.
121


https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/
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4) Faktor sosial, yaitu lingkungan di mana hukum diterapkan
dan berlaku. Penerimaan oleh masyarakat terhadap hukum
yang berlaku dianggap sebagai kunci keharmonisan.

5) Faktor kebudayaan merupakan hasil dari karya, penciptaan,
dan perasaan manusia yang berkembang berdasarkan
pengalaman hidup mereka.

c. Menurut C.S.T. Kansil®
Perlindungan hukum melibatkan segala upaya hukum yang
dilakukan oleh penegak hukum untuk menjamin keamanan dan rasa
nyaman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman
dari siapapun.
d. Menurut Setiono
Perlindungan hukum merupakan langkah atau usaha untuk

melindungi penduduk dari penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa

yang tidak sesuai dengan hukum.

2. Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran

Pada tataran normatif, perlindungan pekerja sudah diatur oleh
ketentuan hukum pada tataran konstitusi, peraturan perundang-undangan,
dan peraturan pelaksanaan. Khususnya dalam konteks ketenagakerjaan,
Konstitusi mempunyai ketentuan-ketentuan dasar yang menjamin
perlindungan pekerja. Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan
bahwa “setiap WNI berhak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak.
Begitu pula dengan pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 yang menegaskan

bahwa setiap orang mempunyai hak bekerja dan mendapat imbalan serta

1989).

%CST Konsil. Pengontor 1lmu Hukum don Toto Hukum Indonesio. (Boloi Pustoko, Jokorto,
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perlakuan yang layak dalam hubungan kerja. Ketentuan terkait jaminan
perlindungan pekerja di Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 mengharuskan lembaga Pemerintah memperhatikan
perlindungan HAM dalam berbagai bentuk dan semua aspek termasuk
pencarian jaminan melalui kerangka reformasi perundang-undangan.
Dalam hubungan kerja, pihak yang lemah diidentifikasikan sebagai
pekerja, sedangkan pihak yang kuat diidentifikasikan sebagai pemberi
kerja. Meskipun secara hukum pekerja merupakan orang yang bebas sebab
prinsip negara Indonesia yang menyatakan bahwa tidak ada seorang pun
yang boleh diperbudak atau diperbudak, tidak dapat disangkal bahwa
secara sosial, pekerja tidak memiliki kebebasan penuh dan cenderung
terikat untuk menerima hubungan kerja dengan majikan, walaupun mereka
sebenarnya adalah pekerja. sedang kerja. Hubungan tersebut menjadi
beban bagi karyawan itu sendiri.®* Menyadari situasi ini, pemerintah telah
mengeluarkan peraturan untuk melindungi pekerja dan memastikan bahwa
mereka menerima perlindungan yang sesuai dengan martabat manusia.
Menurut Iman Soepomo, perlindungan bagi pekerja dapat dibagi
menjadi tiga kategori, yaitu:
a. Perlindungan ekonomi adalah usaha untuk menjamin pekerja memiliki
penghasilan yang mencukupi bagi dirinya dan keluarganya, terutama
ketika mereka tidak bisa bekerja dengan alasan yang diluar kendali

mereka. Perlindungan ini dikenal sebagai keamanan sosial;

24 70inol Asikin, 2012, Dosor-Dosor Hukum Perburuhan, Rojo Grofindo Persods, Jokorto, h. 5



22

b. Perlindungan sosial adalah upaya kolektif untuk memastikan bahwa
setiap individu memiliki kesempatan untuk mencapai dan
meningkatkan kualitas hidupnya sebagai manusia, serta sebagai
bagian dari masyarakat dan keluarga.

c. Perlindungan teknis adalah usaha untuk melindungi pekerja dari risiko
kecelakaan yang dikarenakan oleh peralatan kerja atau bahan saat
bekerja. Ini mencakup upaya-upaya untuk mencegah cedera dan
menjaga keamanan di tempat kerja. Perlindungan ini juga dikenal
sebagai keselamatan kerja.

Menurut UU PPMI, aturan yang menjadi dasar perlindungan bagi

PMI, pembagian perlindungan terdiri dari 3 tingkatan yang meliputi:*®

a. Perlindungan Sebelum Bekerja

b. Perlindungan Selama Bekerja

c. Perlindungan Setelah Bekerja

3. Bentuk-Bentuk Perlindugan Hukum
Perlindungan hukum diharapkan dapat memberikan perlindungan
bagi HAM vyang telah dirugikan oleh orang lain serta memberikan
perlindungan kepada masyarakat supaya mereka bisa menikmati semua
hak yang telah diberikan oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan

hukum merupakan penegak hukum harus memberikan perlindungan

%% Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia
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hukum untuk menjamin keamanan secara psikologis maupun fisik dari
gangguan dan ancaman oleh siapapun.?

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah
didasarkan pada pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi
Manusia, yang bertujuan untuk mengatur kewajiban-kewajiban yang harus
dipatuhi oleh masyarakat dan pemerintah.?” Fitzgerald menyatakan bahwa
berdasarkan teori perlindungan Salmond, hukum bertujuan untuk
mengintegrasikan serta mengoordinasikan segala kepentingan masyarakat
di suatu lalulintas kepentingan. Perlindungan di masyarakat tertentu bisa
terwujud dengan membatasi kepentingan yang berbeda di pihak lain.?
Hukum memainkan peran penting dalam menjaga hak dan kepentingan
individual, dengan demikian, hukum memiliki kewenangan utama dalam
menetapkan kepentingan manusia yang harus dipertahankan serta diatur.
Perlindungan hukum adalah segala proses yang melibatkan munculnya
perlindungan hukum dari peraturan hukum dan segala peraturan yang
ditetapkan oleh masyarakat sebagai kesepakatan untuk mengatur perilaku
individu atau anggota masyarakat dengan pemerintah yang mewakili
kepentingan masyarakat.

Menurut pandangan Philip M. Hukum memberikan perlindungan

kepada Hadjon yang melindungi martabatnya dan mengakui hak-hak asasi

74

%63atjipto Rohorjo, Hukum Mosyarokat Don Pembongunon, (Bandung : Alumni, 1976), hal

?"Philipus M. Hodjon, Perlindungen Hukum Bogi Masyarakat Indonesio, (Suroboyo: Bino

IImu, 1978), him. 38.

*8Sadjipto Rohorjo. 2000. llmu Hukum, (Bondung : PT Aityo Bokti), HIm 53.
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manusia yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.?
Kemudian Hadjon menggabungkan dua bentuk perlindungan hukum
terhadap manusia menurut sarananya, yaitu perlindungan preventif dan
perlindungan represif.

a. Perlindungan Preventif yaitu upaya untuk memberikan kesempatan
kepada rakyat untuk menyampaikan pendapat mereka sebelum
pemerintah membuat keputusan.

b. Perlindungan Represif, di sisi lain, bertujuan untuk menyelesaikan
sengketa setelah keputusan pemerintah dibuat. Perlindungan hukum
merupakan sebuah jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua
individu untuk melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang
dimiliki dalam peran sebagai subjek hukum.*

Lili Sadjidi dan 1. B Wysa Putra menyatakan bahwa hukum
memiliki potensi dalam menciptakan perlindungan yang bukan hanya
bersifat adaptif serta fleksibel, tetapi juga proaktif serta antisipatif.®*
Perlindungan hukum adalah manifestasi dari bagaimana hukum bekerja
dalam mencapai tujuan hukum, seperti keadilan, kemanfaatan, serta
kepastian hukum. Perlindungan hukum merujuk pada upaya untuk
melindungi individu sesuai dengan hukum yang berlaku, baik dalam
bentuk tindakan pencegahan maupun penindakan. Hal ini dapat bersifat

formal ataupun informal dalam rangka menjaga kepatuhan terhadap aturan

hukum. Setiap individu memiliki hak untuk diberikan perlindungan dari

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Bina Ilmu, Surabaya,
1987), hal.25

**Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia (Universitas
Sebelas Maret, Surakarta. 2003), hal 20.

*ILili Rasjidi dan 1.B Wysa Putra. 1993. Hukum Sebagai Suatu System, (Bandung:
Remaja Rusdakarya), .him 188.
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hukum. Hampir setiap hubungan hukum harus dilindungi oleh hukum,

oleh karena itu ada berbagai bentuk perlindungan hukum yang diperlukan.

Pelindungan Selama Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf b meliputi:®

a.

b.

C.

pendataan dan pendaftaran oleh atase

ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri

yang ditunjuk;

pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberi

Kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja;

fasilitasi pemenuhan hak Pekerja Migran

Indonesia;

fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan;

pemberian layanan jasa kekonsuleran;

pendampingan, mediasi, advokasi, dan

Fasilitas pemberian bantuan hukum dalam bentuk bantuan hukum yang
diberikan kepada masyarakat.

Pengacara yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau
Perwakilan dari Indonesia dan wali amanah

Sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di wilayah negara
tersebut;

pembinaan terhadap Pekerja Migran Indonesia; dan

fasilitasi repatriasi.

%2 Op.,Cit
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Pekerja Migran Indonesia hanya dapat bekerja ke negara tujua
penempatan yang:
a. Ada regulasi hukum yang menjamin perlindungan bagi pekerja asing;
b. Sudah terdapat kesepakatan tertulis antara pemerintah di negara tujuan
penempatan dengan pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
¢. Mempunyai perlindungan sosial dan/atau asuransi yang melindungi

tenaga kerja asing.

Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja

Migran Indonesia;*

1)

2)

3)

Pasal 38

Pelayanan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara
terkoordinasi dan terintegrasi.

Dalam memberikan pelayanan penempatan dan pelindungan

sebagaimana dimaksud pada ayat pemerintah daerah membentuk

layanan terpadu satu atap.

Layanan terpadu satu atap sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

bertujuan:

a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan
dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

b. memberikan elisiensi dan transparansi dalam pengurusan dokumen
penempatan dan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia
dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan

c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan Pekerja Migran
Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan terpadu satu
atap diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Hukum melindungi hak dan kewajiban setiap subyek hukum dalam

kenyataan. Dengan adanya kekuatan hukum yang kuat, tujuan umum

% Op.,Cit
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hukum seperti keteraturan, keamanan, ketenangan, kesejahteraan,

perdamaian, kebenaran, dan keadilan dapat tercapai. **

% Bombong Hermoyo, 2010, Peronon Filsofot oHukum Dolom Mewujudkon Keadilon, Jurnsl
Wocono Hukum Volume 9 No.2, Universitos Slomet Riyodi, Surokorts, h. 37.
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BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode adalah pendekatan utama dalam menghimpun informasi yang
diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Secara umum,
mencari kebenaran melibatkan mencari pengetahuan yang dapat digunakan
untuk menjawab pertanyaan tentang hal-hal yang tidak diketahui.*®

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris, penelitian
bersifat normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menelusuri atau
mengenalisis bahan pustaka yang didukung dengan pendekatan berdasarkan
peraturan Perundang-Undangan.

Penelitian bersifat empiris adalah adalah penelitian yang menggunakan
data-data lapangan sumber data utama, yaitu hasil wawancara, dokumentasi
serta observasi

B. Pendekatan Penelitian
1. Pendekatan Perundang-Undangan
Metode ini dilaksanakan dengan meneliti regulasi hukum yang
mengatur perlindungan PMI untuk memahami prosedur keberangkatan
pekerja migran Indonesia (PMI). Pendekatan utama dalam penelitian
hukum adalah mencari dasar hukum yang terkait. Pendekatan ini mengacu

pada metode penelitian yang mencakup analisis menyeluruh terhadap

% Boambong Sugono, Metode Penelition Hukum, (PT Rojo Grofindo Persodos, Jokorto
1997), him 27
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semua peraturan dan regulasi yang terkait dengan masalah hukum yang
sedang diselidiki. Dengan metode ini, penulis akan mencari ratio legis dan
dasar ontologis pembentukan undang-undang tersebut, sehingga peneliti
dapat memahami substansi filosofi undang-undang tersebut dan dapat
menarik kesimpulan apakah terdapat konflik filosofis antara undang-
undang dengan isu yang dihadapi. Kemudian, para ahli akan dapat
menentukan apakah regulasi baru telah mencakup ketentuan yang
diperlukan untuk situasi yang sedang dihadapi atau sebaliknya.
2. Pendekatan Sosiologis
Pendekatan sosiologis merupakan metode yang digunakan dalam
memeriksa suatu objek berdasarkan masyarakat yang terlibat dalam
pembahasannya. Menurut perkembangan ilmu pengetahuan yang terbaru,
pengetahuan ini diterapkan sebagai metode untuk memahami dan
menyelidiki agama.
C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum
IImu hukum normatif yaitu cabang ilmu hukum yang unik dan tidak
bisa disamakan dengan disiplin ilmu lainnya. Fokus penelitiannya yaitu pada
hukum yang ada, sehingga cabang ilmu hukum ini memiliki berbagai istilah
yang berbeda. Dalam berbagai karya sastra hukum di dalam bahasa Belanda,
Inggris, Jerman, maupun Indonesia, ilmu hukum normatif dikenal sebagai
ilmu hukum positif, ilmu hukum dogmatik, dogmatik hukum, atau

jurisprudence. Tidak masalah apa istilah yang digunakan untuk
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menggambarkan ilmu hukum normatif, semua istilah tersebut merujuk pada
konsep yang sama, yaitu ilmu yang mempelajari hukum positif.

Hukum positif merujuk pada aturan serta norma tertulis yang resmi
dibentuk serta diundangkan oleh penguasa untuk mengatur perilaku anggota
masyarakat pada waktu dan tempat tertentu.*®

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau
penelitian kepustakaan sebab fokusnya hanya pada dokumen hukum tertulis
dan bahan-bahan hukum lainnya. Selain dari itu, penelitian ini lebih sering
dilaksanakan untuk bahan hukum yang bersifat kedua yang tersedia di
perpustakaan.

Dalam studi ini, metode akses serta penelitiannya banyak didasarkan
pada referensi pustaka yang berisi informasi ilmiah terbaru atau penyegaran,
serta konsep baru tentang informasi yang sudah diketahui dan gagasan (ide).
Referensi tersebut meliputi buku, jurnal, disertasi atau tesis, serta bahan
hukum lainnya. Penelitian hukum normatif ini sepenuhnya berdasarkan pada
penggunaan sumber hukum utama dan sumber hukum pendukung.®’

Data yang dipakai untuk penelitian ini bersumber dari data sekunder.
Penelitian menggunakan sumber data sekunder sebagai sumber atau bahan
informasi bisa digunakan sebagai bahan hukum utama, bahan hukum

tambahan, atau bahan hukum lainnya yang mencakup® :

% Johan Nosution, Metode Penelition [lmu Hukum, (Bondung: mendar moju, 2008), h, 81.
37 Amiruddin don Zoinol Asikin, Pengontor Metode Penelition Hukum, (Jakarta:

Rojowsli Pers, 2006),h. 118.

14

%8 Bombong Woluyo, Penelition Hukum Dolom Proktek, Sinor Grofika, Jokorto, 2002, hol
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1. Bahan hukum primer merujuk kepada materi hukum yang memiliki
kekuatan yang kuat dan diakui sebagai otoritatif. Artinya, materi hukum
tersebut memiliki otoritas yang diakui. Bahan hukum utama memiliki
kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang terlibat, yang terdiri dari
peraturan hukum dan keputusan pengadilan.®
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penempatan dan

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor:
PER19/MEN/V/2006 tentang pelaksanaan dan perlindungan Pekerja
Migran Indonesia di luar negeri.

2. Bahan hukum sekunder adalah materi yang memberikan penjelasan
tentang hukum utama, semacam temuan penelitian, karya para ahli hukum,
dan dokumen lainnya.®° Isi dari tulisan ini adalah mengenai perlindungan
hukum bagi pekerja di Indonesia.

3. Bahan Hukum Tersier adalah materi hukum pendukung yang memberikan
panduan serta penjelasan mengenai bahan hukum utama dan bahan hukum
kedua semacam ensiklopedia umum, ensiklopedia hukum, majalah, jurnal,
atau surat kabar** Selama mengandung data yang sesuai dengan tema

penelitian.

% peter Mohmud Morzuki, Penelitian Hukum, Kencona, Jokorto, 2006, hal 141

“0 |bid, hal 142

*SoerjonoSoekonto dan Sri Momudii, Penelition Hukum Normotif, Rojo Grofindo Persado,
Jokorts, 2007, hol 23
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D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah proses yang dilakukan
melalui penelitian kepustakaan, di mana bahan hukum sekunder dieksplorasi
dan dianalisis. Metode ini dikenal sebagai Library Research. Beberapa sumber
hukum sekunder yang dipakai untuk penelitian ini mencakup buku-buku dari
koleksi pribadi dan perpustakaan, serta artikel-artikel yang terkait dengan
objek penelitian. Proses pengumpulan materi hukum melalui studi pustaka
bisa mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Melakukan pengkajian terhadap peraturan hukum yang berlaku dan
sumber-sumber hukum lain yang terkait dengan subjek penelitian.

2. Mencari referensi dari berbagai sumber, baik dari artikel di koran maupun
di situs web. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terkait dengan
masalah tersebut.

3. Menyusun bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang
relevan.

4. Menganalisis bahan hukum yang relevan merupakan langkah penting
dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti.

E. Analisis Bahan Hukum

Dalam mengevaluasi bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan,
peneliti memakai teknik interpretasi sebagai sarana dalam memahami arti dari
undang-undang.*? Cara interpretasi yang dipakai melibatkan interpretasi tata

bahasa serta interpretasi sistematik. Interpretasi gramatikal adalah metode

*2 sudikno Mertokusumo, Mengensl Hukum Sustu Pengontor, (Liberty, Yogyokorto,
2007), him 169.
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interpretasi yang digunakan untuk memahami makna suatu aturan dengan
memecahkannya sesuai dengan aturan bahasa dan struktur kalimatnya.*®
Interpretasi sistematis adalah metode interpretasi yang melibatkan analisis

struktur dari berbagai norma hukum, baik itu dalam satu peraturan hukum

maupun antara peraturan hukum yang berbeda.

“ 1bid, him. 171.



